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Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo  

Tertinggi Secara Nasional 

 

 

https://gorontalo.antaranews.com/berita 

Gorontalo (ANTARA) - Realisasi belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menjadi yang 

tertinggi secara nasional tahun 2021 yakni sebesar 74,88 persen, sedangkan realisasi pendapatan 

pada urutan dua yaitu 88,48 persen. 

Capaian tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah 

Tahun 2021 secara virtual, Senin, tanggal 22 November 2021 yang dihadiri Menteri Dalam Negeri 

Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta para gubernur dan bupati/wali kota se-

Indonesia. 

Data dari Kementerian Keuangan per tanggal 12 November 2021 menunjukkan bahwa Provinsi 

Gorontalo menjadi yang terbaik dalam hal realisasi anggaran yakni 74,88 persen. 

Setelah Gorontalo, berikutnya terdapat Kalimantan Selatan sebesar 73,56 persen, Banten 73,39 

persen, Jawa Tengah 73,22 persen dan Lampung 73,06 persen. Berdasarkan realisasi pendapatan, 

Gorontalo mencapai 88,48 persen sehingga berada dibawah Sumatera Barat yang menempati 

peringkat pertama dengan capaian 88,97 persen. Berikutnya ada Riau, Bali dan DI Yogyakarta 

masing masing 87,74 persen, 86,60 persen dan 86,49 persen.  
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“Hasil ini tentunya kita syukuri. Maknanya bahwa keuangan kita untuk belanja bisa terserap 

dengan baik. Ekonomi di daerah berputar dan pembangunan berjalan baik,” kata Gubernur 

Gorontalo Rusli Habibie. 

Gubernur menilai realisasi anggaran sangat penting bagi daerah yang menggantungkan ekonomi 

dari APBD seperti Gorontalo, karena ekonomi masyarakat lebih besar digerakkan dari belanja 

pemerintah. 

“Hampir setiap bulan realisasi ini kita evaluasi terus, Alhamdulillah progresnya sangat baik. Masih 

ada beberapa pekan lagi sebelum tutup buku, semoga bisa maksimal,” ungkap Gubernur. Pada 

kesempatan tersebut, Gubernur tidak hanya menekankan aspek realisasi belanja dan pendapatan, 

namun juga mengingatkan tentang pelaporan keuangan yang baik dan benar. 

Sumber Berita: 

Gorontalo.antaranews.com, Realisasi belanja Pemprov Gorontalo Tertinggi Secara Nasional < 

https://www.antaranews.com/berita/2540249/realisasi-belanja-pemprov-gorontalo-tertinggi-

secara-nasional>  [diakses pada 23 November 2021]. 

Catatan: 

1. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara: 

a. pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,  selanjutnya 

disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  

b. pasal 1 ayat (16) menyatakan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;  

c. pasal 10 menyatakan bahwa kekuasaan pengelola keuangan daerah sebagaimana tersebut 

dalam pasal 6 ayat (2) huruf c:  

1) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat 

pengelola APBD;  

2) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna 

anggaran APBD.  

d. pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah 

yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah;  

https://www.antaranews.com/berita/2540249/realisasi-belanja-pemprov-gorontalo-tertinggi-secara-nasional
https://www.antaranews.com/berita/2540249/realisasi-belanja-pemprov-gorontalo-tertinggi-secara-nasional
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e. pasal 17 ayat (2) mengatur bahwa APBD disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan 

pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah;  

f. pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun laporan Realisasi 

Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;  

g. pasal 31 ayat ( 2) menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud meliputi realisasi  APBD, 

neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan 

keuangan perusahaan daerah. 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan   

Tanggungjawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa :  

a. pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan 

kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan 

kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 

pertanggungjawaban; 

b. pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban 

Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;  

c. pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan 

atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur 

bahwa: 

a. pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan 

kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung 

dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut; 

b. pasal 1 angka (2) yang menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah; 

c. pasal 1 angka (2) yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang 

ditetapkan dengan undang-undang; 
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d. pasal 1 angka (2) yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah; 

e. Pasal 4 ayat (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

 

 

f. Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: 

1) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, 

dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

2) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan 

APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada 

DPRD untuk dibahas bersama;  

3) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan 

rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat 

persetujuan bersama DPRD; 

4) menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; 

5) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan 

Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; 

6) menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; 

7) menetapkan KPA; 

8) menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 

9) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi 

daerah; 

10) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; 

11) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan 

memerintahkan pembayaran; 

12) menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
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13) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

g. pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya 

yang berupa perencanaan, penganggarat:,, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat 

Daerah. 


